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LAMPIRAN
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor : SE-08/PJ.4/1995
Tanggal: 23 Februari 1995

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP-50/PJ/1994

TENTANG

PENUNJUKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI

SEBAGAI PEMOTONG PPh PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 1983 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN

Menimbang :

Mengingat @ |.

{od

Menetapkan: 1,

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1994
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri

Namagh K. ... k. g gt

NPYWP . gl

memenuhi syarat untuk ditunjuk scbagai pemoiong Pajak Penghasilan Pasal 23
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 scbagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang nomor 10 Tahyn 1994;

Pasal 23 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tabun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 10 Talwn [994; ]

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 50/PJ/1994 tanggal 27 Desember
1994 tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu
Sebagai Pemotang Pajak Penghasilan Pasal 23;

MEMUTUSKAN:

Menunjuk sebagai pemolong Pajak Penghasiian Pasal 23  Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1994, atas pembayaran sewa dan/atau pembayaran lain
schubungan dengan penggunaan harta :

Nama
NPW?
Alamat

Ditetapkandi................ ...
pada langgal...............ccoociiiiinn.

A.n.DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALLA KANTOR PELAYANAN PAJAK
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JALAN JEND. GATOT SUBROTO NO.40 - 42 JAKARTA 12190
TROMOL POS NO. 124 - JAKARTA 10002

Telepon : $230208; 5251609 FAX : 584792 TELEX 62324 KPDJP 1A
NOMOR - SE- 08 /PJ4/1995 Jakarta, 23 Februari 1995
SIFAT:
LAMPIRAN : | (satu) exp. Kepada Yth.:
PERIHAL  : Wajib Pajak orang pribadi
dalam negeri yang ditun- 1. Para Kepala Kanwil DJP; _
Juk sebagai pemotong PPh 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
Pasal 23, 3. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan
(Seri PPh Pasal 23/26 -3 ) Penyidikan Pajak;
4. Para Kepala Kantor Penyuluhan Pajak,
di-

SELURUH INDONESIA,

Schubungan telah  ditetapkannya . Keputusan  Direktur  Jenderal Pajak
Nomor: KEP-50/PJ/1994 tanggal 27 Desember 1994 tentang Penunjukan Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-10/PJ/1995 tanggal 31 Januari 1995
tenlang Perkiraan Penghasilan Neto yang digunakan scbagai dasar pemotongan Pajak
Penghasilan dan jenis jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan
berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf ¢ Undang-undang Nomor 7 Tahun 983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana (efah diubah dengan Undang-undang Noinor 10 Tahun
1994, dengan ini diberikan penegasan sebagat berikut:

1. Datam Pasal 1 jo. Pasal 2 Keputusan Dirckiur Jenderal Pajak Nomor: Kep-50/PJ/1994
ditetapkan babhwa akuntan, arsilck, dokler, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang
melakukan pekerjaan bebas, serta orang pribadi yang menjalankan usaba yang

menyelenggarakan pewbukuan, yang telah terdaftar sebagal Wajib Pajak ditunjuk
sebagai pemotong PPh Pasal 23 atas pembayaran berupa sewa.

Perpustakaan Unik



2

L)

Yang dimaksud dengan konsultan adalah orang pribadi yang nelakukan atau
memberikan konsultasi sesuai dengan keahliannya seperti konsultan hukum, konsultan
pajak, konsultan teknik dan konsultan di bidang lainnya.

Sesuat dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf ¢, besamya pemotongan PPh
Pasal 23 atas pembayaran berupa sewa adalah sebesar 15% (lima belas persen) dari
perkiraan penghasilan neto.

Dalam Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-10/PJ/1995 tanggal
31 Januari 1995, ditetapkan bahwa besarnya perkiraan penghasilan neto untuk:

- sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang diterima
atau diperoleh WP orang pribadi dalam negeri adalah sebesar 80% dari jumlah
bruto.

Dengan demikian maka besamya pemolongan PPh Pasal 23 adalah 15% x 80% x
Jumlah bruto = 12% x jumlah bruto.

- sewa dan penghasilan lain schubungan dengan penggunaan harta yang diterima
atau diperoleh oleh WP badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) adalah
sebesar 40% dari jumlah bruto.

Dengan demikian maka besarnya pemotongan PPh Pasal 23 adalah 15% x 40% x
jumlah bruto = 6% x jumlah bruto.

"

Dalam pengertian jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan Wajib
Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada butir 1 sebagai pemotong PPh Pasal
23 dengan menggunakan bentuk formulir scbagaimana dimaksud datam Lampiran
Surat Edaran ini.

Bagi  akuntan, arsitek, dokter, Notaris, pengacara, dan orang pribadi yang
menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan, yang telah ditunjuk sebagar
pemotong PPh Pasal 23 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomior:
KEP-421/P].43/1991 tanggal 27 Desember 1991, tidak perlu ditunjuk kembali.

Wajib Pajak orang pribadi yang telah ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 atas
pembayaran sewa yang dilakukannya, wajib memotong, menyetor dan melaporkan
PPh Pasal 23 tersebut serta memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sesuai
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dengan ketentuan yang berlaku apabila dalam suatu bulan takwim terdapat objek PP
Pasal 23.
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5. Kepada Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan agar diberikan penyuluhan
mengenai hak dan kewajibannya sebagai pemotong PPh Pasal 23 berdasarkan
ketentuan yang baru. ‘

6. Terhitung mulal tanggal Surat Edaran ini, maka pencgasan dalam Surat Edaran
Dircktur Jenderal Pajak Nomor: SE-31/PJ.43/1991 tanggal 27 Desember 199i
dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

P
C*"‘“VDIREK;{_'UR JENDERAL PAJAK,

w@%—

FUAD BAWAZIER
Nip. 060041162

w

Tembusan disampaikan kepada Yih.:

1. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
. Sdr. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan,
. Sdr. Sekretaris DJP/para Direktur/para Kepala Pusat

pada Kantor Pusat DJP;
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DEFPARTEMEN KEUANGAN REFPUEBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JALAN JEND. GATOT SUBROTO NO. 40 - 42 JAKARTA 12190
TROMOL POS NO. 124 JAKARTA 1(X)02

TELEPON @ 5251604 - 5250208 FAX : 584792 TELEX : 62324 KPDJP [A
SOMOR SE-09/PJ.4/1995 Jakana. 24 Februari 1995

IEAT

ANMPIRAN

ERIHAL PPh atas bunga Deposito dan

tabungan serta diskontoe
Sertifikat Bank Indonesia,
berdasarkan PP No. S1 Tahun

1994,

(Sexri PPh Pasal 23/26 No. 4) Kepada Yth:
1. Sdr. Xepala Kanwilj;
2. 5dr. Kepala KPP;
3. Sdr. Kepala Karikpa;
4. 5dr. Kepala Kapenpa
di-

Seluruh-Indonesia

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya ,Peraturan Pemerintah No.

31 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan
Tabungan serta Diskonte SBI, dan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor:
£52/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Pemotongan PPh atas
Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia,
dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

I. ©byek Femotongan

Yool Py T

Atas penghasilan berupa bunga yang berasal dari depositeo dan
tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (8BI} dipotong
PPh yang bersifat final,

Yang dimaksud dengan deposito adalah deposito dengan nama dan
dalam bentuk apapun termasuk deposito berjangka, sertifikat
deposito, dan deposit on call baik dalam rupiah maupun dalam
valuta asing yang ditempatkanr pada atau diterbitkan oleh bank.

Yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan pada kank dengan
nampa apapun, termasuk giro, yang penarikannya dilakukan menurut
syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank.
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2. Termasuk bunga yang harus dipotong PPh adalah bunga yang
diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang
ditempatkan diluar negeri melalui bank yvyang didirikan di
Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indenesia.

II.P2moteng PPh

Yang wajib memotong PPh atas bunga deposilto dan tabungan serta
diskonto SBI adalah ;

a. Bank termasuk Bank Indonesia yang membayarkan bunga deposito
dan tabungan serta diskonto SBI:;

b. Dank dan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan
Menterli Keuangan yang menjual kembali 8BI atau sertifikat
deposite kepada pihak lain yang bukan bank dan dapa pensiun

' vyang pendiriannya belum disahkan Menteri Keuangan;

c¢. Kantor Pusat bank yang didirikan di Indonesia atas bunga
deposito dan tabungan yang ditempatkan di cabang di luar
negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia;

d. Cabang bank luar nederi di Indonesia atas bunga deposito dan
tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui cabang bank
luar negeri tersebut di Indonesia.

III.pemeotongan, Penvetoran, dan Pelaporan PPh oleh Pemotong Pajak

w

1. Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga depositoc dan tabungan
serta diskonto S8BI dalam mata uang rupiah maupun mata uang
asing, sebagai berikut:

1.1. Dipotong PPh sebesar 15 persen dari jumlah brutoc yang hersifat
final, atas bunga dan diskonto yang terutang atau dibayarkan
kepada penerlma penghasilan baik orang prlbadl maupun badan
dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

1.2. Dipotong PPh sebesar 20 persen dari jumlah brute atau sesuai

' tarif yang ditetapkan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak

Berganda (Tax Treaty), bersifat final, atas bunga dan diskonto

yang terutang atau dibayarkan kepada WP luar negeri, baik
crang pribadi maupun badan selain bentuk usaha tetap.

1.3. Atas pemotongan PPh dimaksud pada butir 1.1 dan 1.2 diatas
kepada penerima penghasilan dapat diberikan Bukti Pemotongan
PPh Bunga Deposito/Tabungan/Diskonto SBI/Jasa Giro
(KP.PPh/BPBDF-95) .

2. Dikecualikan/tidak dipotong PPh

Bank/Dana Pensiun tidak memoteng PPh atas bunga/diskonto sebagai
berikut:
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Bunga tabungan kecil, yaitu bunga atas tabungan yang diseleng-
garakan oleh Bank dalam mata uang rupiah yang memenuhi syarat:

a. diselenggarakan oleh bank Indonesia dalam mata uang rupiah;
dan

b. jumlah setoran terendah yang ditentukan bank penyelenggara
tidak melebihi Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);dan

¢. saldeo terendah untuk penghitungan bunga adalah tidak melebi-
hi Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan

d. saldo bulanan tertinggi adalah tidak melebihi Rp.1.000.000,-
(satu juta rupiah).

Dalam hal salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka
tidakx 1lagi memenuhi kriteria tabungan kecil. Dengan demikian
seluruh bunga yang diterima/diperoleh dalam bulan yang
bersangkutan dipotong PPh.

Bunga Deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima
atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan
oleh Menteri Keuangan.

Untuk dapat dikecualikan dari pemoteongan PPh atas bunga
Deposito dan Tabungan serta diskonto SBI, maka dana pensiun
yYang bersangkutan harus menyerahkan photeccopy surat pengesahan
Menteri Keuangan yang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor
Pelayanan Pajak di mana dana pensiun dimaksud terdaftar
sebagai WP.

Penghasilan berupa bunga dan diskonto yang diterima atawu
diperoleh dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri
Keuangan yang tidak termasuk obyek PPh adalah bunga dan
diskente dari deposito, sertifikat deposito, dan tabungan,
pada bank di Indonesia, serlta SBI d4ari penanaman modal dana
pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Bunga depositeo dan tabungan serta diskonto SBI vang diterima
atau diperoleh Gerakan Pramuka Indonesia (PRAMUKA), Palang
Merah Indonesia (PMI) dan badan sosial tertentu berdasarkan
persetujuan Menteri Keuangan.

Untuk dapat dikecualikan dari pemotongan PPh atas bunga
deposito dan tabungan serta diskonto SBI, maka deposito,
tabungan, dan S$SBI yang bersangkutan harus atas nama Pramuka
atau PMI. Dalam hal atas nama pengurus maka harus melampirkan
surat penunjukan dari pengurus Pramuka atau PMI vyang
bersangkutan secara tertulis dibuat rangkap 2 (dua), yaitu 1
{(satu) lembar untuk bank’ tempat deposito/tabungan ditempatkan
dan 1 (satu) lembar untuk Xanter Pelayanan Pajak tempat
Pramuka atau PMI berdomisili-
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Untuk badan sosial tertentu harus melampirkan persetujuan
Menteri Keuangan. Deposito, tabungan, serta SBI vyang
ditempatkan harus atas nama badan scosial tertentu yang
bersangkutan atau atas nama pengurusnya. Dalam hal atas nama
pengurusnya maka harus melampirkan surat penunjukan dari
pengurus badan tersebut secara tertulis dibuat rangkap 2
{dua), vyaitu 1 (satu) lembar untuk bank tempat deposito/tabu-
ngan ditempatkan dan 1 (satu) lembar untuk Kantor Pelayanan
Pajak tempat badan sosial tertentu berdomisili.

Bunga dari tabungan dalam rangka pemilikan rumah sederhana,
kaveling siap bangun,” atau rumah susun sederhana pada bank
tertentu yang ditunjuk oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, sepanjang untuk dihuni sendiri.

Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima
atau diperoleh perwakilan negara asing, pejabat-pejabat
perwakilan diplomatik dan Xonsulat atau pejabat-pejabat lain
dari negara asing, organisasi internasional yang ditentukan
oleh Menteri Keuangan, beserta para pejabatnya, sepanjang
pejabat yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia dan
tidak melakukan pekerjaan lain atau kegiatan wusaha di
Indonesia, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan
timbal balik. .

Untuk dapat dikecualikan dari pemotongan PPh atas bhunga

deposito dan tabungan serta diskontb SBI, maka pejabat yang

bersangkutan harus menyampaikan kepada bank/dana pensiun

fempat deposito/tabungan ditempatkan:

~ fotokopi paspor, dan

- surat pernyataan dari pejabat yang bersangkutan yang
diketahui oleh Departemen Luar Negeri atau Sekretariat
Kabinet, yang menyatakan bahwa:

a. pejabat yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia; f

b. pejabat yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan lain
atau kegiatan usaha di Indonesia;

¢. negara yang diwakili pejabat yang bersangkutan memberikan
perlakuan yang sama terhadap penghasilan sejenis yang
diterima pejabat Indenesia di negaranya.

Bunga atau diskonto yang diterima atau ‘diperoleh Bank.

Meskipun tidak dipotong, tidak berarti bahwa bunga atau
diskonto yang diterima atau diperoleh bank tersebut dibebaskan
dari pengenaan PPh, hanya saja pelunasan PPh yang terutang
dilaksanakan sendiri oleh Bank penerima hasil melalui Pasal 25
dan Pasal 29 Undang-undang No.,7 Tahun 1983 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1994. Dengan
demikian maka bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh
tersebut harus digunggungkan dengan penghasilan lainnya dan
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dilaporkan dalam -SPT Tahunan PPh Bank yang bersangkutan.

3. Penyetoran.

Bank/Dana Pensiun berkewajiban menyetorkan Pajak Penghasilan
atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI selambat -
lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya Xe Bank Penerima Setoran
Pajak atau Kantor Pos dan Giro,

4, Pelaporan.

4.1. Atas PPh bunga depositoc dan tabungan serta diskonto SBI yang
telah dipotong dan disetorkan, wajib dilaporkan oleh pemotong
pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak diwilayah tempat kedudukan
bank/dana pensiun yang bersangkutan selambat-lambatnya tanggal
20 bulan berikutnya.

Laporan dengan menggunakan formulir Laporan Pemotongan dan
Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposite/Tabungan,
Diskonte SBI, dan Jasa Giro, yang dibuat rangkap 3 (tiga) :

- lembar pertama untuk : Kantor Pelayanan Pajak
- lembar kedua untuk : Bank Indonesia
- lembar ketiga untuk : Pemotong Pajak

4.2.  Berdasarkan ketentuan pada butir 3, maka penghasilan berupa
bunga Deposito dan Tabungan serta diskonto SBI yang diterima
atau diperoleh WP orang pribadi atau badan,tidak perlu

. digunggungkan dalam menghitung Penghasilan Kena ‘Pajak dalam

I~ Surat Pemberitahuan’ (SPT). Tahunan WP yang bersangkutan, dan

PPh atas Deposito dan Tabungan serta diskonto SBI yang sudah

dipotong oleh Bank/Dana Pensiun tidak dapat dikreditkan

terhadap PPh yang terutang untuk tahun pajak yang
bersangkutan.

IV. PPh vang telah dipotong Bank/Dana Pensiun vang dapat dimintakan
restitusi

Pada dasarnya pengenaan PPh atas bunga deposito dan tabungan
serta diskonto SBI bersifat final. Namun demikian bagi WP dalam
negeri orang pribadi vyang tergolong berpenghasilan relatif

rendah, maka terhadap PPh atas bunga/diskonto yang telah dipotong
qimunqkinkan untuk dimintakan restitusi melalui prosedur
restitusi sederhana, yaitu apabila jumlah seluruh penghasilan -
yang berupa bunga diskonte ditambah dengan penghasilan lalnnya
tidak melebihi PTKP,.

V. Lain-lain

Sehubungan dengan d&ikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51
Tahun 1994 Dbeserta peraturan pelaksanaannya ini, kepada para
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Kepala KPP dan Kepala Kantor Penyuluhan Pajak diminta untuk

memberikan penyuluhan kepada Dbank-bank/dana pensiun vyang
terdaftar di wilayahnya.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembusan kepada Yth:

1.
2.
3.
1.
5.

§dr. Direktur Jenderal Anggaran;

Sdr. Direksi Bank Indonesia;

Sdr. Sekretaris Ditjen Pajak;

Para Direktur/Kapus Ditjen Pajak;

Sdr. Kepala Biro Hukum dan Humas;
Departemen Keuangan RI.
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